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Kode Etik Karyawan
Norma Dasar Pribadi
Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut: 

a. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;

b. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;

c. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;

d. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;

e. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;

f. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksaan tugas;

g. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;

h. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;

i. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;

j. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan

k. Sederhana, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

ETIKA KARYAWAN
Etika pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Karyawan, meliputi: 

Etika dalam bernegara meliputi: 

a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;

c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;

g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif; 

h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

i. menjaga informasi yang bersifat rahasia

Etika dalam berorganisasi adalah : 

1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;  

2. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 

3. membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi; 

4. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; 

5. melaksanakan tugas secara professional dan bertanggungjawab  

6. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; 

7. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, serta transparan dalam menjalankan tugas; 

8. mengembangkan dan menyumbangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; 

9. menciptakan dan memelihara suasana dan hubungan kerja yang baik, harmonis, dan sinergis antar Karyawan, baik dalam satu unit kerja maupun diluar unit kerja;

10. menjaga informasi yang bersifat rahasi;

11. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;

12. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme

13. mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai gratifikasi

14. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan dan santun;

15. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi;

Etika dalam bermasyarakat meliputi : 

1. mewujudkan pola hidup sederhana;  

2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; 

3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;  

4. tanggap terhadap keadaan lingkunga masyarakat;  

5. berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas. 

Etika terhadap diri sendiri meliputi: 

1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasiyang tidak benar;  

2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;  

3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;  

4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;  

5. memiliki daya juang yang tinggi;  

6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;  

7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;  

8. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. 

Etika terhadap sesama Karyawan:
1. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;  

2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Karyawan Negeri Sipil ;  

3. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi;  

4. menghargai perbedaan pendapat;  

5. menjunjung tinggi harkat dan martabat Karyawan Negeri Sipil ;  

6. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Karyawan Negeri Sipil ; 

7. berhimpun dalam satu wadah Korps Karyawan Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Karyawan Negeri Sipil  dalam memperjuangkan hak-haknya

Sanksi

Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap dan perilaku, dan atau tindakan Karyawan Negeri Sipil  yang melanggar ketentuan Peraturan merupakan Pelanggaran Kode Etik

Karyawan Negeri Sipil  yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik  

Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Karyawan Negeri Sipil  melanggar kode etik, maka  instansi membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina KeKaryawanan. 

Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Karyawan Negeri Sipil  yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. 

Tata Cara Penanganan Pelanggaran

1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari : 
a. Pengaduan tertulis; dan / atau
b. Temuan atasan
2. Pengaduan tertulis disampaikan oleh setiap orang yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik kepada atasan Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran yang dilakukan disertai bukti-bukti dan identitas pelapor

3. Atasan Karyawan yang menerima pengaduan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan / atau menemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik, wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut

4. Dalam hal berdasarkan penelitian patut diduga secara kuat terdapat Pelanggaran Kode Etik, maka atasan Karyawan wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik

Keputusan Majelis Kode Etik

1. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat

2. Dalam musyawarah mufakat keputusan diambil dengan suara terbanyak

3. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final

Pengawasan

1. Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik

2. Pimpinan, baik langsung maupun tidak langsung  yang mengetahui adanya pelanggaran namun tidak mengambil tindakan atas pelanggaran  tersebut atau membantu melakukan pelanggaran kode etik.
3. Dalam rangka Efektifitas dan efisiensi penegakan Kode Etik, Kementerian Perindustrian dapat bekerjasama dengan lembaga / instansi lain. 
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